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DUGAAN PELANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENANGANAN
PEMILIHAN BUPATI

ulan Agustus tahun dua ribu

tanggal dua puluh lima b
bertandatangan di bawah ini:

Pada hari ini Selasa,
gyakarta, kami yang

dua puluh, bertempat di Yo
M.P.A selaku Ketua Badan Pengawas
Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini
Badan Pengawas Pemilihan Umum
berkedudukan di Jalan DI. Panjaitan No. 49
Yogyakarta selanjutnya disebut PIHAK

1. BAGUS SARWONO, S.Pd.Si.,
Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah
bertindak untuk dan atas nama
Daerah Istimewa Yogyakarta
Suryodiningratan, Mantrijeron,
PERTAMA;

2. Dr.SURYAWAN RAHARJO, S.H., LL.M. selaku Ketua Lembaga

dalam hal ini bertindak untuk

Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta,
mbudsman Daerah Istimewa Yogyakarta

Zeni (Genie) Pelajar No. 1A Pingit Kidul
HAK KEDUA.

dan atas nama Lembaga (0]
berkedudukan di Jalan Tentara
Yogyakarta selanjutnya disebut PI

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, untuk

selanjutnya disebut PARA PIHAK.



PARA PIHAK sccara bersama sama terlebit
sama terlebih dohuluy menerangkan hal-hal

aebhapent berkom
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PARA PIHAK bersepakat mengadakan Perjanj
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Bahw
" 1\‘\ §|Pl}iAK PERTAMA daloh Badan Pengawas Pemilihan Umum
awnslu) Daerah latimewn Yogyakarta, vang merupakan hadan vang

meny EASE Y| ‘ UV l‘ Ny 1 { 4 i an ‘
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l"uh\u PIHAK KEDUA adolah Lembagn Ombudsman Dacrab lstimewa
Yopyakarta (LO-DIY) vang merupakan  Lembaga Daerah vang .bvr';'tf'u
mdependen untule mengawast penyelenpgaraan pemenntah (!.lz‘mh ‘(i':q
badan usaha, Khususnya pada bidang pelayanan pubhk -
nean memperhatikan peraturan perundang undangan sebagat bertkut:

\“ml:nu: Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
Undang-Undang Nomor | Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemermiah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pepnbhan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi  Undang-Undang
sebagaimana  telah diubah  beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang - Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang
I»’vruh.xlmn Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019;
Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 14 tahun
2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali
Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 6 tahun
2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara,
Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 21 tahun
2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014
tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa

Yogyakarta.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2019

tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah [stimewa Yogyakarta
Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga

Ombudsman Daerah [stimewa Yogyakarta.

jan Kerjasama dengan

ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
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han pupals
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pasal 1

PARA PIHAK pakat ll\l'lb|{nlllxlk.\li
penanganan dupann P! anpparin dalam penyel negnt i
i whk:l Buy (i tahun 5020 dh Dacmh [utinewit Yoy ykarta

pasal 2
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\.)l”,. ;I,.‘,‘,,‘]\‘,‘“ PARA pIHAK, qesunl dengan ketentuan dan pvr\otur.’m
vang ber! Wk
BAB 11
TANGGUNG JAWAB
pasal 3
PARA PIHAK Dt Ftangeung jawab untuk mclaksanakan segala hal yang
herkaitan dengan maksud tujuan dan ruang lingkup serta pclaksanaan
perjanyiad Kerjasamd ini.
BAB 111
PELAKSANAAN
Bagian Pertama
Pola Hubungan dalam Penanganan pugaan pelanggara?
pasal 4

(1) PIHAK PERTAMA menerima, mengkajl dan menindaklanjutl
Japoran/ temuan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan
pcrundang—undangan mengenai Pemilihan-

(2) PIHAK KEDUA menerima dan rnenindaklanjuti laporan dugaan
maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengalt
ruang lingkup tugas dan kewenangan LO DIY.

(3) PARA PIHAK dapat mengadakan koordinas! dan/atau konsultasi
berkenaall dengan hasil pengawasan yang mengandung dugaan

¢ tau maladminstt asi dalam penyelenggaraan pelayanan

Bagian Kedua
Mekanisme Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran
ggaran

pasal 5
an dugaan pelan
enjadi

an laporan /temu
ERTAMA pukan m

ian oleh PIHAK P

PIHAK PERTAMA menerusk
kewenangar PIHAK KEDUA.

yang setelah dilakukan pengkaj
tetapi merupakan

kewenangannya,



it Fypen

PIHAK KEDUA coonesinbon lapeo | E g

' " | koo ud ek n ookl PIHAK A
PERTAMA o TR
PARA PIHAK

Paglan Ketign

Koordinael Terkail Penangnanan Dugnan Pelanggaran
Paeal 6
PANA PIHAK ; , (e RS
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BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 7

wiaktu peladosanaan Perjanjan Kenjusama int terhitung weak

al 31 Desember 2020

....

lnnek
ditandatangant oleh PARA PIHAK hingga tangg

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8
asama ini menjadi beban

biava yvang ditimbulkan akibat Perjanjian Kerj

Scgala
dan umggung jawab PARA PIHAK.
BAB VI
PENUTUP
Pasal 9
PARA PIHAK dan

Perjanjian Kerjasuma ini dapat diubah atas persetujuan
akan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan
vang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani olch PARA
PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas,
dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing - masing bermaterai cukup dan
mempunyni kekuatan hukum yang samil.
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